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TINJAUAN ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH 

DALAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT MELALUI PEMBUBARAN 

ORGANISASI FRONT PEMBELA ISLAM 

ABSTRAK 

Pergerakan yang dilakukan Front Pembela Islam dinilai telah bertentangan 
dengan ideologi negara yaitu nilai Pancasila dan UUD 1945 serta menimbulkan 
prokontra di kalangan masyarakat. Oleh karena itu ditetapkan SKB tentang 
Larangan Kegiatan, Pengunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan 
Front Pembela Islam sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melakukan 
perlindungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan 
menganalisis tanggungjawab hukum pemerintah dalam perlindungan masyarakat 
berkaitan dengan keberadaan organisasi masyarakat serta mengungkapkan dan 
menganalisis perwujudan tanggungjawab pemerintah dalam perlindungan hukum 
masyarakat melalui pembubaran organisasi Front Pembela Islam.  

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu 
menggunakan sumber data sekunder dengan mengumpulkan teori dan literatur 
terkait pemecahan masalah yang dikaji dalam penelitian yang disebut dengan bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.  

Hasil penelitian menunjukkan pertanggung jawaban hukum pemerintah 
dalam perlindungan hukum masyarakat berkaitan dengan keberadaan organisasi 
masyarakat yaitu menetapkan dan memberlakukan peraturan perundang-undangan 
yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk perwujudan 
perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh 
organisasi masyarakat Front Pembela Islam yaitu ditetapkannya Surat Keputusan 
Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan, Pengunaan Simbol dan Atribut Serta 
Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam. Maklumat Polri tentang Kepatuhan 
terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribu serta Penghentian 
Kegiatan Front Pembela Islam, serta adanya penertiban atribut dan sosialisasi 
pembubaran Front Pembela Islam.  

Kata Kunci: Ormas; Perlindungan Hukum; SKB; Tanggung Jawab Pemerintah 
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REVIEW OF THE LEGAL ASPECTS OF GOVERNMENT 

RESPONSIBILITY IN PROTECTING SOCIETY 

THROUGH DISBANDMENT OF FRONT PEMBELA 

ISLAM ORGANIZATION ABSTRACT 

 
The movement carried out by Front Pembela Islam is considered to 

conflict with state ideology, namely the values of Pancasila and the 1945 
Constitution, and it has caused pros and cons in society. Therefore, a Joint 
Ministerial Decree was issued regarding the Prohibition of Activities, Use 
of Symbols and Attributes, and Termination of Activities of Front Pembela 
Islam as a form of government responsibility in protecting society. This 
research aims to reveal and analyze the government's legal responsibility in 
protecting society regarding the existence of community organizations, and 
to reveal and analyze the realization of the government's responsibility in 
the legal protection of society through the disbandment of Front Pembela 
Islam organization. 

The research method uses a normative juridical approach, namely 
using secondary data sources by collecting theories and literature related to 
solving the problems in the study, which are called primary, secondary, and 
tertiary legal materials. 

The research results show that the government's legal responsibility in 
protecting community law is related to the existence of community 
organizations, namely establishing and enforcing laws and regulations based 
on Pancasila and the 1945 Constitution. The form of realization of legal 
protection by the government against violations committed by Front 
Pembela Islam community organization is the stipulation of a Joint 
Ministerial Decree concerning the Prohibition of Activities, Use of Symbols 
and Attributes, and Termination of Front Pembela Islam Activities. The 
Police Announcement regarding Compliance with Prohibitions on 
Activities, Use of Symbols and Attributes, and Termination of Front Pembela 
Islam Activities, as well as controlling the attributes and socializing the 
disbandment of Front Pembela Islam. 

 
Keywords: Community Organizations; Government Responsibility; Joint 
Ministerial Decree; Legal protection   
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